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ABSTRAK 

 

HAK  KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN 

( Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah) 

 

 OLEH : 

NITA RISMAWATI 

1702030012 

 

Kata Kunci :  Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin 

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum 

sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik 

dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar 

kawin adalah anak yang dilahirkan oleh sesorang perempuan yang tidak memeliki 

ikataan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di 

rahimnya, anak tersebut tidak mempuyai kedudukan yang sempurna dimata 

hukum seperti anak sah pada umumnya. 

Mengenai anak luar kawin ini semakin menarik ketika Mahkamah 

Konstitusimengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.Dengan adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan 

bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan 

berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka 

kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung 
jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui 

mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi di desa Jogja tersebut masih 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan 

pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak 

berstatus anak luar kawin, Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui hak bagi 

anak diluar kawin.  

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan ( field research ) yang 

bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini nantinya akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. 

Adapun sumber data yang di gunakan adalah sumber data Primer dan sumber data 

Skunder.Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan 

wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data induktif. 

Selanjutnya hasil dari penelitian ini menyimpulkan anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan pasca keluarnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan apabila dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti 

lainnya.Maka menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan 

perdata dengan ayah biologis tersebut. 
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ORISINALITAS PENELITIAN 
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MOTTO 

 

 

عَيٍْْ فَ لَيْسَ لَوُ أَنْ يَ نْفِيَوُ.  وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنو قاَلَ: مَنْ أقََ رَ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ 
هَقِي وَىُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ(  )أَخْرَجَوُ الْبَ ي ْ

Artinya: Dari Umar r.a., ia berkata, “Barangsiapa yang mengakui anaknya 

walaupun sekejap mata, maka ia berhak untuk meniadakannya (tidak 

mengakuinya).” (HR. Baihaqi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Puji syukur “Alhamdulillāh” peneliti haturkan kepada Allah Swt. atas 

hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya peneliti (dengan segala kekurangan 

yang ada) telah berhasil menyelesaikan Skripsi Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada  Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi semesta 

alam. Dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan karya kecil ini 

khususnya buat: 

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Misno dan Ibu Komsiah yang 

senantiasa berdo’a, memberikan dorongan, semangat motivasi demi 

keberhasilan peneliti. Beliau adalah orang yang paling berharga dalam 

hidup peneliti, tanpa jasa orang tua peneliti tidak akan mampu berada di 

titik saat ini. 

2. Ibu Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku pembimbing 1. 

3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan member nasehat agar 

kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. 

4. Teman – temanku mahasiswa IAIN Metro angkatan 2017, khususnya 

teman-teman dari jurusan Hukum Keluarga  Islam (Ahwal Syakhshiyyah). 

5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah). 

 

 

 

 



 
 

x 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah 

dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. 

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan 

untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (AS) Fakultas 

Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). 

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro 

2. Bapak Husnul Fatarib,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah, 

3. Ibu Nurhidayati, M.H. Selaku Ketua JurusanAhwal Syakhshiyyah 

4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA, selaku pembimbing I pada 

penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga 

kepada peneliti 

5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. 

6. Tidak kalah pentingnya, rasa terima kasih peneliti haturkan kepada 

Ayahhanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini. 



 
 

xi 

 

7. Teruntuk Riyan Agung Pranoto pejuang ST, terima kasih telah selalu mendoakan, 

memberikan  dukungan serta semangat  untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga  Allah memudahkan segala urusanmu hingga menyelesaikan pendidikan. 

8. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim 

Taehyung, Jeon jungkook, BTS yang telah memberikan motivasi dan 

memberikan semangat lewat musiknya untuk menemani hari-hari saat 

mengerjakan skripsi sehingga tidak ada rasa bosan dan selalu semangat. 

 

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapakan dan 

akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapakan 

saran untuk perbaikan lebih lanjut.Semoga Skripsiini bermanfaat dan 

memberikan arti yang berguna bagi kita semua. 

 

 

 

 

Metro,  November 2021 

Peneliti,  

 

 

 

Nita Rismawati 

NPM. 1702030012 

 

  



 
 

xii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL .........................................................................................  ii 

NOTA DINAS .................................................................................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................... iv 

HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................  v 

HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN ................................................. vi 

HALAMAN MOTTO .......................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................................  viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................  9 

C. Tujuan Masalah .......................................................................................  9 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................  10 

E. Penelitian Yang Relevan .........................................................................  10 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Anak Luar Kawin ....................................................................................  13 

B. Hak Keperdataan Anak ...........................................................................  17 

1. Pengertian Hak Keperdataan Anak ...................................................  17 

2. Hak-Hak Anak  .................................................................................  18 



 
 

xiii 

 

C. Hak Keperdataan Anak Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah  

Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 ............................................................ 23 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian........................................................................  26 

B. Sumber Data ............................................................................................  27 

C. Metode Pengumpulan Data .....................................................................  29 

D. Teknik penjamin Keabsahan Data ..........................................................  30 

E. Teknik Analisis Data ...............................................................................  30 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram  

Kabupaten Lampung Tengah ..................................................................  32 

B. Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin  di Desa Jogja  

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. ..................  33 

C. Analisis Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa  

Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah  .........  38 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................................  41 

B. Saran ........................................................................................................  41 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 



 
 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Surat Bimbingan Skripsi 

2. Surat Izin Pra Survey 

3. Surat Tugas Research 

4. Surat Izin Research 

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan 

7. Outline  

8. Alat Pengumpulan Data 

9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi 

10. Riwayat Hidup 



1 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: “sesuatu yang 

benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

(karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan), kekuasaan yang 

benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajad martabat”. Sedangkan 

kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau 

yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan hubungan antara orang atas 

dasar logika (formal dan materil).
1
 

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum 

sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik 

dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.
2
 

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat 

kuat atau mithaqan ghalizon untuk mentatai perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
3
Perkawinan merupakan bersatunya dua 

insane manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi dan 

mengasihi satu dengan yan lain  yang mana akan menjadi pendamping hidup 

didunia.
4
 

                                                             
1
Devinisi Hak “ Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http// KBBI Digital.com 

(diakses pada  29 juni 2021,). 
2
 Ibid 

3
Kompilasi Hukum Iislam (Bandung Nuansa Aulia) h,.2 

4
Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2008), h,.13 
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Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh sesorang 

perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki 

yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempuyai 

kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.
5
 

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai sejak ia 

dilahirkan dan akan berakhir pada saat meninggal dunia. Berdasarkan itu, 

maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh pengakuan 

supaya mudah mendapatkan  kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran 

merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuaan dan 

pengesahan.Oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan-

peraturan diantaranya peraturan mengenai kelahiran.Setiap kelahiran wajib 

dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa 

tersebut. 

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-

Undang Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis Undang- Undang 

Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan 

budaya.
6
Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama. Untuk 

mendapatkan hak keperdataan anaksecara otomatis, laki-laki dan perempuan 

harus terikat dengan tali perkawinan yang  sah secara agama. Namun 

keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma  agama saja, tapi 

                                                             
5
J. Andi Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab 

Undang-Undang Perdata,(Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008), h,.53. 
6
 Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
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juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh  negara 

dalam perundangan-undangan yang berlaku.
7
 

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa 

frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna anak  

yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak 

dicatatkan pada lembaga yang berwenang (pernikahan siri) dan anak yang 

lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan 

dan sebagainya.
8
 

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan 

memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui 

secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui 

oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik 

dengan bapak maupun ibu biologisnya.
9
 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yaitu anak sah dan anak tidak 

sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.Undang-Undang ini tidak menyebutkan adanya suatu 

tenggang waktu untuk menentukan keabsahan seorang anak. Sementara 

kedudukan anak luar kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 

                                                             
7
Ibid 

8
Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, dalam jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 

1 No..2 
9
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) 



4 

 

 
 

Ayat 1, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
10

 

Diskusi mengenai anak luar kawin semakin menarik sejak tahun 2012, 

ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 

terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang  

mengakomodir hak anak di luar perkawinan dari ayah biologisnya. Salah satu 

landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di  

Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status  

anak yang lahir di luar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang  

menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai  

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Setelah Mahkamah  

Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan  

oleh Hj. Aisyah Mochtar alias terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus 

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai  

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,  

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
11

 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, 

hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah 

                                                             
10

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42. 
11

Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam ( Jakarta : Amzah, 2012) 

h,.189-190 
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dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan 

Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya 

subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk 

bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan 

pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, 

setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki 

hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan 

keluarga ayahnya yaitu pengakuan oleh ayah biologis atau pengesahan oleh 

ayah biologis.
12

 

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh peneliti pada 15 Juli 2021 

peneliti mewawancarai beberapa wanita yang memiliki anak diluar 

kawin.Mereka yakni Ibu S dan Ibu A. Ibu S memiliki anak 1 dari hasil 

pernikahan sirinya dengan suaminya. Namun suami tersebut sampai saat ini 

tidak tau dimana keberadaannya, saat ini anaknya akan mendaftarkansekolah 

namun anak tersebut tidak dapat mendaftar. Permasalahan itu muncul karna  

tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah kedua orang tuanya serta kartu 

keluarga, ibu S meminta keringanan kepada pihak sekolah karena belum bisa 

melampirkan persyaratan yang diminta, namun pihak sekolah menolaknya di 

karenakan pihak sekolah hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan.Setelah 

itu Ibu S tetap berusaha agar anaknya bisa mendaftar sekolah, Ibu S pergi ke 

                                                             
12

 Hendra Wijaya,”Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasar 

Putus Mahkamah Komstitusi No. 46/ PUU-VII/2010.” Dalam jurnal Hukum Tata Negara, h,.6 
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balai desa dan menemui aparat desa agar diberikan solusi terhadap masalah 

yang dihadapi Ibu S.
13

 

Peneliti juga melakukan survey terhadap Ibu A. Ibu A memilki 1 anak 

hasil dari pernikahan siri dengan suaminya. Setelah anaknya itu lahir suami 

sudah pergi meninggalkan ibu A dengan berjanji akan memenuhi kebutuhan 

ibu A dan Anaknya. Namun sampai anak ini berusia 7 tahun suami tidak 

pernah memenuhi haknya.Permasalahan yang terjadi kepada ibu A ini sama 

juga dengan ibu S. Namun karena masalah biyaya ibu A menolak membawa 

masalahnya ke Pengadilan Agama. Dengan alasan kendala biaya sedangkan 

keadaan ibu A yang tingal dengan orang tuanya jadi kebutuhan ibu A hanya 

bergantung kepada ayahnya.
14

 

Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum maka anak 

yang berstatus anak luar kawin.Anak yang seharusnya memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan semestinya, kini harus mendapatkan diskriminasi 

dari lingkungan sosial karena berstatus anak luar kawin. Pada tahun 2012 

Mahkamah Konsitusi telah mereview kembali pasal 43 ayat 1 Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya anak luar 

kawin bisa mendapatkan legalitas dimata Negara asalkan mendapatkan 

pengakuan oleh ayah kadungnya yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang menurut hukum 

                                                             
13

Wawancara dengan ibu S di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram, Tanggal 15 Juli 

2021. 
14

Wawancara dengan ibu A di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Tanggal 15 juli 

2021 
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mempuyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata terhadap keluarga 

ayahnya. Namun pada kenyataan yang ada tidak demikian. 

Mengingat jangkauan penelitian yang cukup luas, peneliti merasa perlu 

untuk membatasi objek penelitian yang akan dilakukan yaitu pada hak 

keperdataan anak luar kawin dalam pernikah siri. Berdasarkan uraikan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak keperdataan anak diluar 

kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak anak 

diluar kawin di desa jogja. Serta sebagai bahan penyusun Skripsi dengan 

judul: “Hak Keperdataan Bagi Anak DiLuar Kawin (Studi Kasus Desa 

Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian 

merumuskan pertayaan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pemenuhan hak anak diluar kawin di desa Jogja 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak diluar kawin di 

desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian  
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Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis.Manfaat secara teoritis sebagai bahan 

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pembaca, dan 

peneliti lainnya agar dapat menambah wawasan mengenai Hak 

Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin.Secara praktis diharpakan 

peneliti ini bisa menjadi acuan dan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat.Serta syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negara Metro. 

 

D. Penelitian Relevan 

Berdasarkan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan 

perbedaan dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian terdahulu, 

maka peneliti akan menjabarkan peneleitian terdahulu tersebut sebagai bahan 

untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya. 

 

Adapunpenelitian relevan tersebut sebagaiberikut: 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Bachtiar Mokoginta program studi hukum 

islam  UIN sunan kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dengan judul “ 

Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU NO.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

NO. 46/PUU-VIII/2010. Dalam skripsi ini peneliti lebih focus kepada “ 
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Perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam UU NO.1 

Tahun 1974.
15

 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Rodiyah Rahmawati program studi ilmu 

hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul 

“ Existensi Hak KeperdataanAnak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, 

Hukum Islam, Dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

NO. 46/PUU-VIII/2010. Dalam skripsi ini peneliti lebih focus kepada 

Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, 

Hukum Islam, Dan Hukum Adat.
16

 

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aqib Maulana Yusuf jurusan  

ilmu hukum dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan 

Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ” tahun 2017 . 

Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan kepada.  Bagaimana  

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam.
17

 

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat peneliti pahami bahwa 

masing-masing pembahasan sangat berkaitan dan ada beberapa persamaan 

                                                             
15

Bachtiar Mokoginta “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-

Viii/2010” dalam https://core.ac.uk/download/pdf/84768173.pdf, diakses pada 29 juni 2021. 
16

Rodiyah Rahmawati “Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum 

Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-

VIII/2010”  dalam Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/6112/1/ARTIKEL-Pdf.Pdf ,. diakses 

pada 29 juni 2021. 
17

Aqib Maulana Yusuf "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Pengesahan Anak 

Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam“ dalamhttp://repository.unissula.ac.id/7329/pdf, diakses pada 8 april 2021 

https://core.ac.uk/download/pdf/84768173.pdf
http://repository.unissula.ac.id/7329/pdf
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dengan penelitian yang peneliti lakukan.Akan tetapi terlihat adanya 

perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini, maka peneliti 

memfokuskan pada masalah Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin. 

Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai Hak Keperdataan 

Bagi Anak Luar Kawin di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Anak Luar Kawin 

Anak sebagaimana tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan 

sebagai keturunan kedua.
1
 Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 

wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya 

dengan seorang laki-laki baik itu sebagai  suaminya atau tidak.
2
Anak 

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan 

dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, 

dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan.
3
 

Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagi manusia 

manusia yang masih kecil. Selian itu, terdapat pengertian lain,bahwa anak 

pada hakikatnya adalah seorang yang sama berasa pada suatu masa 

perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.4 

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights 

of the Child), yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No.36 Tahun 

1990 Pasal 1 Bagian 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur  18 

tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan 

yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka 

                                                             
1
Anton M. Moeliono, kamus besar bahasa Indonesia, Cet,Jakarta: Balai 

Pustaka,1988,hlm.30 
2
 Budiono Rahmat, Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1999), hlm. 32. 
3
Endang Sumiarni dan Chandera halim,2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.4. 
4
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.256 
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yang belum dewasa dan yang menjdai dewasa karena peraturan tertentu 

(mental,fisik, masih belum dewasa).
5
 

 Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat  perkawinan. 

Anak sah terlahir bukan hanya krena adanya hubungan biologis antara 

si ayah dan ibu, tetatpi juga terdapat hubungan hukum diantara 

keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan 

hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan 

tercantumnya nama ayah daan ibunya dalam akta kelahiran. 

2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak 

luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan 

perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan 

hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas 

pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama 

si ibu.
6
 

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang 

ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan 

perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk ke 

dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.
7
 Anak luar kawin 

                                                             
5
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 

1988),Hal.50 

6
 M.R Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan 

(Jakarta:Paramita,2004,h,.33. 
7
P. Scholten, seri asser, Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht, jilid 1,  

Ihleadingpersonenrecht, hal. 383: pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah mereka 

yang dibenihkan dan dilahirkan diluarpernikahan 
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adalah anak yang dilahirkan oleh seorang  perempuan, sedangkan 

perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan 

pria yang menyetubuhinya
8
.  

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” yang dipakai atau 

dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan natuurlijk kind, 

dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan sempit. Dalam arti 

luas meliputi: 

1. Anak zina (overspelee kind) yaitu anak yang lahir dari hubungan 

antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau 

keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak 

lain; 

2. Anak sumbang (overspelee kind) yaitu anak yang dilahirkan dari  

hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diantara 

keduanya terdapat larangan menikah karena terdapat hubungan 

darah; 

3. Anak luar kawin yang lain.  

Sedangkan dalam arti sempit, anak luar kawin menurut istilah 

Scholten yaitu anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina 

yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk 

selanjutnya kita sebut anak luar kawin saja.
9
 

Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi 

dalam bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum 

                                                             
8
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hlm. 46. 

9
Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan 

Teoritis Dan Praktek, (Bandung: Tarsito, 1998), h12. 
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Pembuktin”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengadakan 3 (tiga) penggolongan 

terhadap anak-anak, yaitu: 

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu 

perkawinan; 

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah 

dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang 

mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian 

kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu 

saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; 

dan  

3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh 

ayahnya maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak 

mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang 

tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga, maka juga tidak 

ada ketentuan tentang hukum warisnya.
10

 

Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut juga anak tidak 

sah. Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari 

hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan hukum dan hubungan 

biologis. Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan 

                                                             
10

Mohammad Roully Parsaulian Lubis, ”Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 

46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya”, dalam Jurnal Mohammad 

Roully Parsaulian Lubis, 5. 
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tertarik dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum 

negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban 

sebagaisuami istri. Sedangkanhubungan biologis artinya antara si laki-

laki dan perempuan melakukanhubungan seksual, sehingga 

menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan 

seorang anak.
11

 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dipahami bahwa anak 

luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.Anak luar 

kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah, 

yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan 

perkawinan dengan laki-laki yang telah membuahi anak di rahimnya. 

 

B. Hak- Hak Keperdataan Anak. 

1. Pengertian Hak Keperdataan Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: “sesuatu yang 

benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

(karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan.), kekuasaan 

yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajad martabat”.  

Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang 

berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan 

hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).
12

 

                                                             
11

Ibid,. 
12

Devinisi Hak “ Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http// KBBI Digital.com 

(diakses pada  29 juni 2021,). 
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Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap 

anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua 

dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak 

mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili 

dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam 

dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak 

mendapatkan waris.
13

 

Jadi dapat di uraikan bahwa hak keperdataan adalah suatu yang 

harus dimiliki sesorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang 

hak, harta benda, hubungan antara orang berdasarkan logika.Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi 

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta 

hak sipil dan kebebasan.
14

 

2. Hak-Hak Anak 

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak 

Anak.Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia 

berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini 

memuat 10 (sepuluh) asa tentang hak-hak anak, yaitu : 

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang 

terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus 

                                                             
13

Abnan Pancasila”Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 

Kawin”Fenomena, Vol 6 No 2., 
14

 Rita Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya 

Bakti. h,. 38 
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dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan 

sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada 

dirinya maupun pada keluarganya.  

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar 

menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, 

kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang 

sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.  

c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 

d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah 

kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak 

dan ibunya.  

e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat 

keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan 

perlakuan khusus. 

f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 

memerlukan kasih sayang dan pengertian.  

g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma 

sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar.: pertama-tama tanggung 

jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai 

kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan 
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untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang 

harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.  

h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima 

perlindungan dan pertolongan.  

i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan,  

penghisapan.  

j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi 

lainnya.
15

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; Pasal 2 (dua) menentukan : 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;  

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;  

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan; 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar.
16

 

                                                             
15

Raissa Lestari, Yuli Fachri, and SH Msi, “Implementasi Konvensi Internasional 

Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child ) Di Indonesia” 4, no. 2 (2017): 10. 
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Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : 

Pasal 4 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Pasal 5 

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 

Pasal 6 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. 

Pasal 7 

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.  

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

                                                                                                                                                                       
16

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 
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Pasal 13 

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan:  

a. diskriminasi;  

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

c. penelantaran;  

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan  

e. perlakuan salah lainnya.  

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 

dikenakan pemberatan hukuman.
17

 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwasanya  setiap anak  berhak 

mendapatkan haknya sejak anak itu lahir, seperti yang disebutkan 

dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah 

mensahakan tentang deklarasi hak-hak anak salah satunya anak berhak 

atas perlindungan khusus, anak berhak mendaptkan pendidikan, Anak 

berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat,  dan lainnya. Dan hak anak juga sudah diatur 

dalam Undang- Undang Nomor 4 Ttahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak, Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 23 Ttahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

                                                             
17

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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C. Hak Keperdataan Anak Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU VII/2010. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah 

sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review atas pasal 

43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, 

bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Hal ini sesuai dengan 

ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini 

dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyatamempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya”.
18

 

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwasanya dengan adanya 

putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan 

antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam 

arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan 

Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi 

ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap 

anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme 

                                                             
18

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 

46/PUUVIII/201. 
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hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan hukum. 

Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, 

maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis 

dan keluarga ayahnya. Setelah adanya proses pengakuan terhadap anak 

luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan 

ayahnya  sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:” Dengan pengakuan 

terhadap anak luar kawin  terlahirlah hubungan perdata antara anak itu 

dan bapak atau ibunya”.
19

 

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak 

untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anak luar kawin. Dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum 

dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam 

hal bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak  

atau memberikan hak-haknya seperti anak yang sah pada umumnya. 

 

  

 

                                                             
19

Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata) Pasal 280 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis data, serta menyimpulkan dengan metode, atau teknik tertentu 

untuk mencari jawaban atas permasalahan.
1
Tujuan penelitian lapangan adalah 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 

dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, atau 

masyarakat. 

1. Jenis penelitian 

Penelitian dengan judul hak keperdataan bagi anak diluar nikah 

studi kasus di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah ini akan dilakukan meggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research ), penelitian lapangan adalah suatu penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu 

objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus
2
 

  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, 

                                                             
1
Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitataif-Kuantitatif, (Yogyakarta : Sukses 

Offset, 2008), h 37. 
2
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 

Variab Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 20015), 1. 
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tanpa ada perlakukan terhadap objek yang diteliti.Pada umumnya 

penelitian deskriftif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.
3
 

Penelitian deskriftif dilakukan secara sistematis fakta dan 

karekteritis objek atau subjek yang teliti secara tepat.Penelitian yang 

peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang mengungkap mengenai hak keperdataan bagi anak diluar 

kawin studi kasus di desa Jogja. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data itu ialah mereka yang disebut narasumber, informan, 

partisipan, teman, guru dalam penelitian 
4
. Adapun cara kerja teknis 

metode ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam 

sebuah penelitian.Sumber data primer adalah yang langsung 

memberikan data pada pengumpul data.
5
 Dalam penentuan sumber 

primer ini peneliti mengunakan metode purposive sampling yaitu salah 

satu tehnik sampling dimana peneliti menetukan pengambilan sample 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

                                                             
3
 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Cet Ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 54 

4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2006), 75. 
5
Ibid.hlm 173 
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penelitia. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah 

wawancara dengan 2 orang ibu dari anak diluar kawin, pihak keluarga 

dari ibu anak luar kawin dan kepala desa Jogja. 

 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat 

diperoleh dari luar objek penelitian.Sumber data sekunder adalah 

segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat 

memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait 

dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan 

tulisan maupun artikel yang berhubunggan dengan objek penelitian.
6
 

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang bersangkutan 

dengan masalah yang dibahas. Data sekunder dipakai dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya 

yang berupa data yang memiliki otoritas tinggi yang sifatnya mengikat 

untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.
7
 Dalam penelitian ini 

bahan hukum primer terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

                                                             
6
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 159. 
7
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 

142. 
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KHUPerdata , Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dan 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer dan diproleh secara tidak 

langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain, berupa 

buku jurnal hukum,dokumen-dokumen resmi, penelitian yaitu :Buku 

Fikih Munakahat 1 karangan Beni Ahmad Saebani.Buku Hukum 

Perkawinan Islam karangan Mohd. Idris Ramulyo, Fiqh Munakaha 

karangan Abdul Rahman Ghozali, Nasab dan Status Anak dalam 

Hukum Islam karangan M. Nurul Irfan dan lain-lain. Selain itu, juga 

perpustakaan ilmiah lainnya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakancara atau metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan 

atau karakteritis dari sebagian atau seluruh elemen 

masyarakat.Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

1. Wawancara 

Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung 

komunikasi dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk 
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tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik 

responden merupakan media yang melengkapi secara verbal.
8
 

Peneliti menggunakan  wawancaratidak terstruktur dimana 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan dan 

pertanyaan diberikan oleh peneliti kepada responden dengan tidak 

membatasi responden dalam menjawab pertanyaan peneliti. Adapun 

objek dari metode wawancara ini ialah 2 orang ibu dari anak diluar 

kawin, pihak keluarga dari ibu anak luar kawin dan kepala desa Jogja. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

suatu informasi dari sumber-sumber tertulis berupa dokumen-dokumen 

dalam bentuk buku..
9
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa studi 

dokumen merupakan perlengkapan dari metode wawancara dan 

observasi dalam penelitian kualitatif. 

 

C. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Menetapkan keabsahan dan diperlukan teknik 

pemeriksaan.Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut yang dapat digunakan adalah derajat 

kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.
10

 

                                                             
8
 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm 15. 

9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan (Suatu Pendekatan Praktis).Hlm,145 

10
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitan,(Bandung:Rosdakarya,2000)h  324. 
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Keabsahan data yang diperoleh peneliti diungkapkan secara apa 

adanya tanpa ada rekayasa atau manipulasian data. Peneliti mengungkap 

konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam mengungkap 

tentang hak keperdataan bagi anak diluar kawin. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Penelitian kualitatif 

atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.
11

 Analisis data 

bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung. 

secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi 

data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan 

verifikasi.
12

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus 

yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum 

mengenai hak keperdataan bagi anak diluar kawin. 

 

                                                             
11

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h,.181 

12
Ibid, 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah 

1. Sejarah Singkat Desa Jogja. 

Desa Jogja ialah salah satu desa yang ada di Terbanggi Ilir 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pembukaannya 

pada tahun 1984. Sebelum desa Jogja ini terbentuk, nama asli dari desa ini 

yakni Terbanggi Ilir dan penduduknya asli pribumi. Berapa tahun kemudia 

kampung Terbanggi Ilir ini semakin maju dan pada tahun 1985 datanglah 

pendatang baru yakni dari transmigrasi umum dari pulau Jawa rombongan 

pertama dari daerah Bandung Jawa Barat. Kemudian berangsur-angsur 

didatangkan lagi rombongan dari daerah Jawa yaitu Jogjakarta, Magelang, 

dan lainnya. Setelah adanya penduduk-penduduk dari transmigrasi maka 

kampung yang dulunya menjadi satu yakni Terbanggi Ilir kini terpecah 

menjadi beberapa desa salah satu perpecahan dari kampung Terbanggi Ilir 

ini yaitu Desa Jogja alasanya diberi nama desa Jogja karna mayoritas 

penduduknya asli dari orang Jogjakarta. Meski desa ini perpecahan dari 

kampung Terbanggi Ilir Kepala Desanya tetap hanya satu percampur 

dengan kampung Terbanggi Ilir.
13

 

Meskipun desa Jogja ini pecahan dari desa Terbanggi Ilir, 

kerjasama penduduk asli dengan penduduk transmigrasi dapat berjalan 

                                                             
13

Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Desa Jogja, dikutip pada Tahun 2021 
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dengan baik untuk  bersama-sama membagun kampung yang dilandasi 

dengan semangat gotong royong, kehidupan dan kesejahteraan 

penduduknya semakin meningkat, terlihat dari pembangunan dan 

perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai. Namun 

dari segi kepemilikan lahan pertanian untuk setiap kepala keluarga (KK) 

masih tergolong kurang mencukupi, dan rata-rata penduduk desa ini  

bekerja sebagai buruh di perkembunan dan sebagainya petani.
14

 

 

B. Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan 

Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah 

Hak adalah: “sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-

Undang, dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut 

sesuatu, derajat martabat”.
15

Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata 

dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta 

benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).
16

Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki 

seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, 

hubungan antar orang berdasarkan logika. 

                                                             
14

Ibid. 
15

Devinisi Hak “ Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http// KBBI Digital.com 

(diakses pada  29 juni 2021,). 
16

Devinisi Perdata “ Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http// KBBI Digital.com 

(diakses pada  29 juni 2021,). 
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Anak luar kawin adalah :”anak yang dilahirkan oleh seorang 

perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki 

yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai 

kedudukkan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada 

umumnya”.
17

 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010, 

bahwasnya hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah 

hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses 

hukum. Dan meskipun perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sudah 

ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konsitusi, faktanya yang terjadi 

banyak masyarakat desa Jogja khususnya anak luar kawin tidak mendapatkan 

hak-haknya. 

Hasil wawancara dengan Ibu S (Ibu anak luar kawin) saat ini status  

anak dari  Ibu S ini masih anak diluar kawin karena ayah biologisnya belum 

mengakui bahwa anak tersebut anaknya. Namun Ibu S ini tidak melakukan 

upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini karena tidak memiliki 

uang untuk melakukan tes DNA. Tetapi dengan rasa percaya diri Ibu S sudah 

mencoba menghubungi pihak keluarga dari suaminya tersebut  untuk 

mendapatkan pengakuan atau status keperdataan bahwa anak tersebut benar-

benar anak hasil pernikahan siri dengan anaknya/laki-laki yang 

menghamilinya. Dan Ibu S menuntut hak-hak anaknya yang seharusnya suami 

itu berikan kepada anaknya, dan meminta pihak keluarga suaminya agar ikut 

                                                             
17

J. Andi Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut 

KitabUndang-Undang Hukum Perdata, (Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008), hlm 53. 
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mengurus hak-hak untuk anaknya, namun tidak ada tanggapan. Sehingga 

sampai saat ini anak luar kawin tersebut belum mendapatkan pengakuan 

keperdataan dengan ayah biologisnya dan belum mendapatkan hak-haknya 

yang seharus nya anak luar kawin  itu dapatkan. Keadaa’an ekonomi Ibu S 

saat ini hanya seorang ibu rumah tangga dengan pekerjaan serabutan tidak 

mesti sehari menghasilakan uang.
18

 

Hasil wawancara dengan Ibu A ( Ibu anak luar kawin) tidak ada upaya 

apapun yang dilakukan Ibu A agar anak luar kawin ini memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya. Ibu A pernah mencoba menghubungi 

suaminya namun tidak ada jawaban. Kemudian ibu A mencoba menghubungi 

pihak keluarga dari anak luar kawin namun ternyata pihak keluarga menyuruh 

ibu A untuk mengurusnya sendiri karena pihak ayah anak luar kawin tidak 

mau ikut mengurus anaknya agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya 

didapatkan. Mereka mengatakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari pun 

mereka sulit, terlebih lagi untuk membiayai anak luar kawin tersebut.Sehinga 

sampai saat ini anak luar kawin ini tidak mendapatkan perlindungan hukum 

ataupun memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dan anak 

luar kawin pun tidak mendapatkan  hak-hak yang seharusnya anak luar kawin 

ini dapatkan dari ayah biologinya. Anak ibu A sampai saat ini belum bisa 

bersekolah. Keadaan ekonomi yang dialami ibu A juga sangatlah sulit terlebih 

lagi ibu A hanya bergantung dengan orang tuanya.
19

 

                                                             
18

Wawancara dengan ibu S pada tanggal 7 Oktober 2021 
19

 Wawancara dengan ibu A pada tanggal 9 Oktober 2021 
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Dari hasil wawancara tersebut yang menjadi pengaruh pelaku tidak 

mengupayakan hak-hak anaknya karena tidak ada biaya untuk melakukan tes 

DNA. Mencoba menghubungi/ meminta bantuan dari pihak keluarga ayah 

biologisnya tidak ada tanggapan sama sekali untuk ikut membantu 

mendapatkan pengakuan atau hak-hak anak luar kawin yang seharusnya anak 

luar kawin dapatkan. Kelalaian seperti ini yang mengakibatkan anak luar 

kawin terlepas dari tanggung jawab ayahnya dan tidak tepat dan tidak adil 

pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual 

yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut. 

Hasil wawancara dengan keluarga ibu S peran keluarga ibu S dalam 

menanggapi masalah yang di hadapi anaknya keluarga ibu S ikut andil dalam 

permasalahan yang sedang dihadapi ibu S. Pihak keluarga dari mulai meminta 

agar ayah dari anak luar kawin ini untuk mengakui bahwa benar itu anaknya 

agar memiliki hubungan keperdataan dengannya dan meminta agar cucunya 

dapat membuat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga supaya bisa bersekolah 

dengan layak. Ayah Ibu S mengatakan saya tidak menuntut hak-hak yang lain 

hanya saja tolong buatkan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga karena pihak 

keluarga Ibu S sudah berusaha agar memasukkan cucunya kedalam Kartu 

Keluarga miliknya. Namun pihak aparat desa tidak berani mengambil resiko 

jika terjadi suatu hal, oleh karena itu ayah Ibu S pasrah dan tidak 

melaljutkannya.Pernah juga disarankan oleh tetangga untuk melakukan tes 

DNA saja agar mudah mempuyai bukti bahwa anak tersebut memang benar 
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anak dari laki-laki itu namun ayah Ibu S menolak karena tidak memiliki biaya 

untuk melakukanya.
20

 

Hasil wawancara dengan pihak keluarga Ibu A peran keluarga ibu A 

ini kurang ikut peran dalam menanggapi permasalahan yang di hadapi oleh 

Ibu A yang mana pihak keluarga ibu A ini mengatakan bahwa saya juga tidak 

memungkinkan untuk membantu mengurusnya agar cucu saya dapat diakui 

oleh ayah bilogisnya. Dan  mendapatakan pengakuan, memiliki hubungan 

perdata, dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya anak luar kawin dapatkan. 

Pihak keluarga pasrah dengan keadaan saat ini..
21

 

Dari kedua keluarga anak luar kawin semuanya sudah berusaha 

mengupayakan hak anak luar kawin tersebut. Namun faktor utama dari 

terkendala dengan kurangnya pengetahuan dan fakor usia yang semakin tua 

mengakibatkan terbatasnya ruang lingkup pemahaman mereka. 

Selanjutnya hasil wawancara kepada Aparat Desa (Bapak S) dari kasus 

ini pengaduan yang diterima dalam kasus anak luar kawin berjumlah 3 kasus 

namun yang satunya sudah tidak tinggal lagi di desa Jogja dalam artinya pihak 

tersebut sudah meninggalkan desa. Dalam kasus ini pihak dari aparat desa 

juga belum bisa memberikan solusi yang jelas terhadap kasus ini, karena 

memang sebelumnya belum ada kasus yang mengenai permasalahan tersebut, 

karena bingung dan kurang mengerti prosedur yang dilakukan maka aparat 

desa  memberi saran atau solusi agar untuk mencoba betanya kepada pihak 

                                                             
20

 Wawancara dengan pihak kelurga ibu S pada tanggal 7 Oktober 2021 
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Wawancara dengan pihak kelurga ibu A pada tanggal 9 Oktober 2021 
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atau instansi yang lebih mengerti mengenai kasus ini seperti Lembaga 

Pengadilan dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Desa.
22

 

Seharusnya sebagai aparat desa seharusnya mengarahkan dan 

mengetahui prosedur apa saja mengenai kasus ini agar ketika warganya yang 

sedang mengalami permasalahan seperti ini bisa memberikan bantuan untuk 

menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai aparat desa setidaknya harus 

mengayomi warganya. 

 

C. Analisis Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah  

Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang 

harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara 

perdata maupun secara non yuridis, maka meskipun meskipun bukan kasus 

kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan 

kesempatan untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tentunya upaya 

yang dapat ditempuh melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan demikian dapat 

memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan 

dengan ayahnya. 

Dalam hal ini bila seorang perempuan dan atau anaknya apabila dapat 

membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti 
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 Wawancara dengan kepala desa bapak S pada tanggal 11 Oktober 2021 
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hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki 

yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai 

hubungan keperdataan diantara mereka. Adapun akibat hukum dari adanya 

pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik yang bersifat sukarela maupun 

yang bersifat dapat dipaksakan menimbulkan hubungan keperdataan antara 

anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya 

itu, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan 

pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris. 

Hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar dan 

luas terhadap anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti 

pemeliharaan dan kesejahteraan anak.  Kedudukan anak luar kawin tersebut 

akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak 

yang tidak terjangkau oleh hukum. Anak luar kawin yang berada di desa Jogja 

ini ialah yang mana anak tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri yang 

ditingalkan ayah biologisnya sejak dalam kandungan.Anak luar kawin sampai 

saat ini belum juga mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan. 

Berdasarkan kasus yang terjadi kepada ibu S dan ibu A, sebenarnya 

dapat diselesaikan, namun karena awamnya masyarakat di desa Jogja tersebut 

membuat berfikir bahwasanya permasalahan seperti ini tidak bisa diselesaika. 

Kepala desapun sudah memberikan solusi agar mencoba pertanya kepada 

lembaga yang mengerti mengenai kasus ini, namun  ibu S dan ibu A tidak 

melakukanya karena sudah terbayangi berapa biaya yang akan dibutuhkan jika 
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kasus ini dilanjutkan ke Pengadilan. Salah satu penyebab yang menghambat 

proses dalam mendapatkan hak keperdataan dan hak-hak lainya untuk anak-

anaknya. Pihak keluarga pun tidak dapat membatu karena kondisi ekonomi 

yang sulit.Aparat desa tidak bisa sepenuhnya membantu mengenai masalah 

keperdataan bagi anak luar kawin. Hal ini karena baru pertama kali adanya 

pengaduan mengenai kasus anak luar kawin yang mana membuat aparat desa 

tidak mengetahui prosedur apa saja yang seharusnya dilakukannya. 

Faktanya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hal 

ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kasus seperti ini tidak 

bisa terselesaikan.Berdasarkan penelitian dilapangan, judicial review yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konsitusi faktanya tidak berlaku secara otomatis 

terhadap perlindungan hukum anak luar kawin khususnya yang terjadi 

didaerah perdesaan seperti desa Jogja.Hal ini karena dibayangi dengan biaya 

tes DNA yang tidak murah dan kurangnya pemahaman dari keluarga anak luar 

kawin untuk mengurus permasalahnya.Seharusnya ini sudah menjadi tugas 

pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perdesaan 

khususnya yang memiliki anak luar kawin agar melakukan perlindungan 

hukum untuk anaknya khususnya didesa Jogja Kecamatan Bandar Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah 

sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review 

atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada 

penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai 

berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai 

hubungan darah sebagai ayahnya; 

2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyatamempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga 

ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 

 

2. Bahwasanya mengenai kasus hak keperdataan bagi anak luar kawin 

di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung 

Tengah belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak bisa 

menyelesaikan masalahnya, karena ketidak pahaman masyarakat di 
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desa tersebut membuat beranggapan bahwa kasus ini tidak bisa 

diselesaikan dan alasanya para pihak sudah terbayangi oleh biaya 

bahwa beranggapan pastinya untuk melakukan atau membuktikan 

bahwa anak tersebut anak dari ayah biologisnya. 

 

 

B. Saran 

Adapun saran yang peneliti berikan yakni diharapkannya pemerintah 

segera mengeluarkan peraturan hukum pelaksana yang menguatkan tentang 

putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengakuan anak 

sehingga tidak timbul opini dan pendapat yang tumpang tindih.Kepada 

penjabat administrasi untuk menjalakan tertib adminitrasi yang berhubungan 

dengan prosedur hukum melaksanakan tugasnya dengan rasa keadilan agar 

kepastian hukum bagi anak luar kawin dapat terwujud. Khususnya juga 

kepada keluarga anak luar kawin yang meminta informasi mengenai hak-hak 

anak luar kawin, agar dapat terlindungi oleh hukum di Indonesia, 
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